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Abstrak
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi materi Ketetapan MPR (Majelis

Permusyawaratan Rakyat) sebagai produk hukum dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Dengan

berfokus pada perspektif perundang-undangan, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang melibatkan

ketetapan MPR, termasuk proses pembuatannya, kekuatan hukumnya, dan dampaknya terhadap sistem

hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif dan empiris untuk

mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur ketetapan MPR, serta dampaknya terhadap pelaksanaan

hukum di Indonesia. Dengan merinci aspek konstitusional dan hubungan ketetapan MPR dengan UUD

1945, tesis ini mengeksplorasi peran MPR dalam pembentukan hukum nasional. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ketetapan MPR, sebagai produk hukum, memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan

dapat menjadi dasar untuk perubahan-perubahan penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. Penelitian

ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan terkait dengan implementasi ketetapan MPR, serta

memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam kerangka perundang-undangan.

......This research was conducted with the aim of understanding the content of the MPR (People's

Consultative Assembly) Decree as a legal product within the framework of Indonesian legislation. By

focusing on a legislative perspective, this research explores the legal aspects involving MPR decisions,

including the process of making them, their legal strength, and their impact on the national legal system.

This research uses a normative and empirical analysis approach to identify the legal framework that

regulates MPR decisions, as well as their impact on the implementation of law in Indonesia. By detailing the

constitutional aspects and the relationship between MPR decisions and the 1945 Constitution, this thesis

explores the role of the MPR in the formation of national law. The research results show that MPR

decisions, as legal products, have significant legal force and can be the basis for important changes in the

legal system and government. This research also identifies challenges and potential improvements related to

the implementation of MPR provisions, as well as providing recommendations for further development

within the legislative framework.
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